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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG 1355?22 o
RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN || 1!
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA | |11~

BUPATI BOMBANA, ._--.j 5 i e

bahwa lingkungan hidup Indonesia . sebagai:, karuma dan rahmat
Tuhan Yang Maha Esa  kepada rakyat dan bangsa Indonesia
merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala Iaspek dan matranya

'sesuai dengan Wawasan Nusantara yang harus terus dllesta_nkan dan

dimanfaatkan sebesar- besar untuk kemakmuran rakyat .

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemermtah lomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, maka : untuk Pengendauan Izin
Kelayakan Lingkungan dipungut Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan
yang merupakan salah satu jenis Retribusi Perizman tertentu yang

- dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bombana; |

4,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana| dlmaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

~ Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan; *** &~ " ! '!5 -'

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun |1981 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 3209);
. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesra Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk !ndonema Nomor

. 3685) sebagazmana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34

[

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), i

Undang-Undang Nomor .23 Tahun 1997, tentang Peﬁgelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubtlik IndoneSIa Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubt;k lndone51a Nomor
3225); , ; L

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

-Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsr Kolus:ldan Nepotisme
* {Lembaran. Negara Republik Indonesia. Tahun |1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneSIa ﬂomor 3851 );
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang| Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan I(abupaten Kolaka

- Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Lernbaran|Negara Tahun 2003

Nomor 144 (Tambahan Lembaran Negara lndonesia Namor 4339);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun : 2004 tentang | Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran \legara Republlk
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Menetapkan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : - |
Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana; - b ;
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c.
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,. Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4389);  '::

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teﬁtang Pe[nerlntahan Daerah
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Lerlr1 barain Negara

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ' ok

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 te tang Pelaksanaan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana: (Lembaran ;Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 . Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258); o ; .z =.||

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun- 19')9 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup - (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 - Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor3838); - o ¥ =|~

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi : sebaga |Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia STahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun; 2001 |tentang Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesua|Tahun 2001 Nomor

- 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a |Ncamor 4139);

l

Dengan Persetujuan Bersamal : | i

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE=N BOMBANA

. dan ) ! ;
BUPATI BOMBANA | . {8
MEMUTUSKAN : Es;, | |
Rt I
PERATURAN DAERAH TENTANG REI'RIBUSI IZIN| | KELAYAKAN
LINGKUNGAN. S
. : ) '.-jr_:_ . | t ‘!
BABI N
KETENTUANUMUM ;- [
Pasal 1 B |

..}.

Kepala Daerah adalah Bupati Bombana; | T

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pe ge ndalian Dampak
Lingkungan Daerah Kabupaten Bombana; - '
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang rnerupakan

kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang eliputi Perseroan

Terbatas,

Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,' Kon PR KoperaSI, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumputan, Yayasan, Organisasr Massa i) Organisasi Sosial

Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Perusahaans

Badan lainnya;

Fetap, dan Bentuk
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[zin Kelayakan Lingkungan adalah Izin yang dlberilan kepada’setiap 3ems usaha

' danlatau keglatan yang telah memenuhi kriteria layak llngkungan,

______

lingkungan hldup yang diperlukan bagi ' proses pengambilan keputusan tentang

Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;' | H -

‘Dampak Besar dan Penting adalah Perubahan ngkungan Hldup ya g sangat'mendasar

yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; !}’
Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup yang merupakan hasil pelingkupan;

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya’ penarganan dampak besar
dan penting terhadap lingkungan hidup yang dmmbulkan ak1bat dari rencana usaha
dan/atau kegiatan; - || | |

Rencana Pematauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen
lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan pentmg aklbal. dan rencana usaha
dan/atau kegiatan;

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas keglatan te\'tentu Pemenntah
Daerah dalam rangka pemberian izin -kepada orang: pnbadti atau. badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian. dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, pnsarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentmgan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan; K |.

Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang rnembenkan keputusan izin
melakukan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan; _';f:a- S | .

Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi. yang berwenang- memberlkan

keputusan kelayakan lingkungan hidup; : ° ! [ !|

Instansi' yang membidangi usaha dan/atau keglatan adalah instansn lyang!membina

secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud; TR i 1 |

‘Standard Ooperation Prosedure (SOP) adalah standar prosedur aperasronal suatu

rencana usaha dan/atau kegiatan yang secara teknis dltentukan oleh instanm yang
membidangi; SHEENE !

‘Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) adalah upaya penanganan dampak kecil

dan penting terhadap lingkungan hidup yang dltimbulkan ak1bat dan‘rencana usaha

dan/atau kegiatan; 38 | | |I

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup [UPL) adalah upaya pemantauan komponen

lingkungan hidup yang terkena dampak kecil dan pentmg aklbat darl rencana usaha

dan/atau kegiatan;

Komisi Teknis adalah komisi yang bertugas rnemberikan pertimbangan teknis terhadap

hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; i l i :

Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Anal1515 Mengenal

Dampak Lingkungan Hidup; - H | e

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan ‘untuk . mencari mengumpulkan dan

mengolah data dan atau kerangka lainnya dalam rangka pengawasan kepatuban

pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Retribusi Daerah; HEIEE

Wajib Retribusi adalah orang pnbadl atau badan yang menurut Peraturan Perundang-

undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retnbu51 Daerah;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi

wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kelayakan lin: 3kungan, _

Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah’ serangkaia"n tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sela}u;rgyg_di& 'but Penyidik untuk
e : | 'E , : s

B ' !
Py : : .
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mnecari tmdak pldana d1bidang Retnbusi Daerah yang ter_ladl serta menemukan
tersangka. L TR
BAB 1 S
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI RHRBIE
Pasal 2 '
Dengan nama Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan dlpungut Retnbusa f i '
 Pasal 3 il
(1) Obyek Retribusi adalah Jasa pelayanan perizinan kelayakan lingkungan

(2) Jasa pelayanan perizinan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mellputi iz:n kelayakan

- AMDAL, UKL, dan UPL serta SOP. o PN HERL
*U - .’ i
Pasal 4 S e | ;
Subyek Retribusi ada!ah Wajib Retribusi yang telah memperoleh izm kel: yaki'm hngkungan
BAB 1l il
GOLONGAN RETRIBUSI - : i E ; __
Pasal § --"'i'f':;;;' ;
Retribusi [zin kelayakan lmgkungan digolongkan sebagai Retnbusn perm r_;ar:r tertentu
BAB IV I L
PERIZINAN AR ] 1 H |
| Pasal. 6 SN gi;' !

{1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang
mempunyai dampak terhadap lingkungan “wajib: memperolehg‘ izin kelayakan
tlingkungan, || ' = o

(2) Izin kelayakan lingkungan sebagaimana dlmkasud pada ayat {1) dihe nakan terhadap:

a. Dokumen AMDAL; __ P Ii e
b. Dokumen UKL dan UPL; - TR B
¢. Dokumen SQP. | o

(3) Sebelum pemberian izin kelayakan lingkungan sebaga:mana dlmaksud pada ayat (2)
terlebih dahulu diberikan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah

| BAB V NN 2-
SYARAT-SYARAT PERIZINAN - e

Pasal 7 aHRE

(1) Syarat-syarat dan mekanisme pemberian izin - kelayakan llngku ngan -sebagaiamana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) akan ditetapkan lebih lan]ut de'lgan'l(eputusan oleh
KepalaDaerah. i 1B

(2) Syarat-syarat pemberian lzin SOP sebagaiaman d1maksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf ¢
mengacu pada ketentuan l‘nstansi yang membldangi usaha dan atau f(eglatan

BAB VI

JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN' wuns ,
UKL DAN UPL SERTASOP - “*f" " |
Pasal 8 NN

(1) Sectiap rencana usaha dan atau kegitan yang kemungklnan yang d@:ﬁat inen_imbulkan
dampak besar dan pentmg terhadap l:ngkungan hidup, Wajlb memil ki’ AMDAL.
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TR R A

(1)

@)

(1)

(2)

nilal lnvestasi yang ditanamkan.

{ S E

‘melalui Keputusan Kepala Daerah

nr i s m i bam m e i

Kriteria mengenal dampak besar dan dampak pentmg sebagalmana dimaksud apada
ayat (1) adalah : - o

Jumlah manusia yang akan terkena dampak M SN Y
Luas wilayah persebaran dampak; = EREEI R F
Instansi dan lamanya dampak berfangsung; | SOEEORT N |
Banyaknya komponen lainnya yang terkena dampak; i 5
Sifat kumulatif dampak; C et
Berbalik (Refersible) atau tidak berbaliknya (Irefersrble) darnpak {
Jenis rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang d:m'aksud pada ayat (1)
dapat diukur menurut skala atau besaran bldang-bidanggkegialtan ,yang dttetapkan

- mamrmi ¢ e sl Rman

Pasal 9 b :
Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha. dan _at_au keglaltzln sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 wajib melakukan UKL dan UPL’ y‘arigbembmaannya berada
pada Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan ‘dimasuc’ menurut skala atau
besaran bidang-bidang kegiatan yang ditetapkan metalui Keputusan pala Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewaijan sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi yang membidangi; usahca dan atau kegiatan
setelah mempertimbangkan masukan dari Instansi yang bertanggung jawab
N ; ' :' ;

Pasal 10 SRt o
Setiap rencana dan atau kegiatan yang tidak wajib dllengkapi dens-an dokumen
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b, wajtb dllengkapi dengan
SOP yang merupakan kewlekngkapan yang tidak terplsahkan dari i 1|n usaha! kegiatan
yang membidangi menurut skala atau besaran bidang- bidang keg1atan yang dltetapkan
melalui Keputusan Kepala Daerah. _
Pemberian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
memperoleh Rekomendasi dan Instansi yang bertanggung jawab HIEE

— e b

BAB vu _ :
CARAMENGUKURT!NGKAT PENGGUNAAH IJfasA il
. HIEH

pasal 11 '-'-%:"f' BHEIE

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klas:flkasi jenis izin kelaya:kah lingl{dngan dan
_ Ha g o
4

n

2)

3
(4)

'
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 BAB VIl i
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEI'APArN ot
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF: -*_ !

i
i
i

Pasal 12 -l |

'Pr:nsm dan sasaran dalam pénetapan struktur dan besarnya tarif Retribusu dldasarkan

pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan
pemberian izin kelayakan lingkungan. . S
Biaya penyelenggaraan pemberian izin keglatan usaha dlmaksud pada ayat 1)
meliputi : . :
a. Blaya atau Rekomendasi setiap penerbltan izin kelayakan lingkungan, _3_
b Biaya teknis merupakan survey. lapangan, blmbmgan dan *penyu{uhan, monitoring,
pengendalian dan pengawasan. Liid
Biaya sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipungut pada saat dikeluarkan
Keputusan atau Rekomendasi Kepala Daerah. I
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipungut tt.rus menerus adlam

jangka waktu tertentu setama izin kelayakan llngkungan lingkungan beTlaku f
e SEERmTY prl

;
|
1
!
L
i




: BAB l)( e o
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF REI'RIBUSI i

pasatiz
Tiap penerbitan Keputsan atau Rekomendasi Kelayakan Llngkungan sebagaimana dimaksud
pada Pasal ayat (2} huruf a, dikenakan biaya sebagai berikut : L * ;
a. Biaya Keputusan atau Rekomendasi kelayakan lmgkungan P tentang hasnl kajian
dokumen AMDAL sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah). | |
b. Biaya Keputusan atau Rekomendasi kelayakan lingkungan tentang hasﬂ pemenksaan
dan Evaluasi dokumen UKL/UPL sebesar Rp 250.000,- [Dua Ratus l|.||ma Puluh Ribu
Rupiah). e :
c. Biaya Keputusan atau Rekomendasi kelayakan lmgkungan dokumein |S(:iP sebesar Rp.
100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). ERERRE 5

¢

Pasal'14 - ; _
(1) Struktur besarnya tarif Retribusi dudsarkan pada jems lzm rencara usaha'_idanlatau
kegiatan dan nilai investasi yang ditanamkan. i -:
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dlmaksud pada ayat [1) adal his .
1
x|

. a. Retribusi Dokumen AMDAL :
1. Nilai Investasi sampai dengan Rp. 100.000. 000 : sebesar Rp 500 000
2. Nilai Investasi di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp 500. 000'000,
sebesar Rp. 1.000.000,- SR B VI
3.Nilai Investasi di atas Rp. 500. 000 000 sampar dengan p 1 000, 000 000,-
sebesar Rp. 5.000.000,- THERE |' i . |
4. Nilai Investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp 5 000 000,000,- |
sebesar Rp. 10.000.000,- ANEI |
5. Nilai investasi di atas Rp 5.000. 000. 000,- sebesar ' Rp 25 000 000 '

r
b. Retnbusr Dokumen UKL dan UPL : : | { | |
1. Nilai Investasi sampai dengan Rp. 50.000.000,- : sebesar Rp 250 000 - l
2. Nilai Investasi di atas Rp. 50.000.000,- sampal dengan Rp. :100. 000. 000 -
sebesar Rp. 500.000,- CHH ;.E:|.i||.
‘3. Nilai Investasi di atas Rp. 100. 000 0400,- sampal dengan Rp. 500 000 000 -
sebesar Rp. 1.000.000,- HEH .
4. Nilai Investasi di atas Rp 500.000. 000,- sampai dengan Rp ~1 000 000 000 sebesar
@ _Rp. 5.000.000,- |I i
5. Nilaj Investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- : sebesar , Rp 10 000 000,~ :
¢. Retribusi Dokumen SOP : Con ;fl 'I :
1. Nilai Investasi sampai dengan Rp. 50.000.000,- sebesar Rp 250. 000 _
2. Nilai Investasi di atas Rp. 50.000.000,- sampai d-engan Rp 100 000 000 .
sebesar Rp. 500.000,- RURIE
3. Nilai Investasi di atas Rp. 100.000. 000,- sampal dengan Rp _50_0 000 000
- sebesar Rp. 1.000.000,- |}| :
4. Nilai Investasi di atas Rp 500.000. 000 sampan dengan Rp 1 000 000_ OOO - ¢+ sebesar
Rp. 5.000.000,- o
5. Nilai Investa51 di atas Rp. 1.000.000.000,- : sebesar Rp 10 000'000,-

!
i
’
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BAB X BRI

WILAYAH PEMUNGUTAN ‘ i

Pasal - 15 i

Retribusi yang terutang dipungut d1 mlayah daerah tempat pelayanan izin kelayakan
hngkungan diberikan, | _ . LR

S
e

BAB - XI RN
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG:

Pasal 16 C
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

Pasal 17 ' oo
Saat Retribusi terutang adalah pada saat d:terb1tkannya Surat I(etetapan Retribusi Daerah
(SKDR) atau dokumem lain yang dipersamakan. _ 3 o

BABXI |
- TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN |

Pasat 18

i
H

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. . N

" {2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan :Retr busi Daerah (SKRD)
atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang

Bayar Tambahan (SKRDKBT). . oo ]

Pasal 19 s

{1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus L Coo

(2) Tata cara pemabyaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah. _ i S

:!
f.i-
i

BAB Xill A
KETENTUAN PENYIDIKAN {_,m ] i
Pasal .20 NSRRI H :

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wal-tunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 3 (Dua Persen) setiap
bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagiban Retribusi Daerah (STRD). RS

(2) Jika pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tldak dllaksanakan dalam
jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak saat betunggak rlnaka lnstans: yang

bertanggung jawab dapat mencabut Izin Kelayakan Lingkungan ;

T
iy e
o

BAB )(IV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal2t - il

T

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang se;|ems sel:agicl
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7; (tumh) h

pembayaran.

a_wali tindakan
ri jatuh tempo

m'f—u

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/penng.ita_

"’su'ratj_lain yang |
sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. ' ' :

'
i
n
(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang se]ems sebagatmanal dfr:z’akﬁsud bada ayat
(1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dltunjuk SRR I
: i
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BAB XV : ik
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAH |

Pasal 22 ’

-'.-i

: :
i |

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh T|m yang dlbentuk dan%ditetapkan' oleh

Kepala Daerah. o IR
BAval. SRR H B
KETENTUANPIDANA -~ !

Pasal 23 BN

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimanal dlmaksud dalam
Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 20, sehingga merugikan Keuangan Daerah dlancam dengan
Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda pall?g banyak 4 (empat)

kati jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Pemungut Retribusi yang menyalahgunakan wewenangnya atau manlpulaSI data tagihan
serta menggelapkan dana basil pungutan sehingga merugikan keuangan daerah akan

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang - undang yang berlaku. |

(3) Tindak Pidana sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran' '
saBxvi e LI

PENYIDIKAN ' "|i|:
Pasal 24 'i :
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemennt.ahan

Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk metakukan peny:dlkan tu]dak pldana dibidang
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana. : s H
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ! H

| :
a. Menerima, mencari, mengumpukan dan meneliti kelae.'ranganI ’atau laporan yang
" berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi- Daerah ac*a kleterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; | |

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengena1|orang pribadi atau

badan tentang kebeparan perbuatan yang dilakukan sehubungan
pidana Retribusi Daerah; |

dengan tindak

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbadl atau ibad?n sehubungan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokﬁmeh—dokumew Lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 0 ]! 3 | |
e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan

dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang

bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanacxn tugas penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;: 1

g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan .atau tempat |
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 1dent1tas orang dan

atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e |
~ h. Memotret seseorang dan barang bukh yang berkaltan dengan
Retribusi Daerah;

tindak pidana

|
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dlpenksn seblagal tersangka

atau saksi; B R : i::' _

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyld1kan |tmdak pidana
dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dlpertansrgung]awabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan d1mulax

nya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Urnum melalm
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. Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sééuaf dengan

| ,

:
b .
, :
|

| ketentuan yang

dratur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana

BABXVIE i |
KETENTUAN PERALIHAN ~:.:1 " i

[
i i

Pasal 25 ]

: i
(1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Undang Undang

Gangguan (HO)

-Staatblast. Tahun 1926 Nomor 226 pengelolaannya diserahkan !(epada Instansi yang

“bertanggung jawab dibidang Pengendahan Dampak Lingkungan Daerah..

BAB XIX ,
KETENTUAN PENUTUP -~ © 1i[
Pasal 26 ;

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menoepél
akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daeral* N

L
£
]

Pasal 27

Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan dicabut dan dmyatakan tldak berlaku !

PasalZS { i

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal dmndangkan i |

|
! s
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penpundanga Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana ;

Dltetapkan dl Rl: m]bi'a
pada tanggal | )

ZFFENDY KUBE | Nt
KABUPATEN BOMBANA Lo
TAHUN 2005 NOMOR , .

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Pen]abat iBupati Bombana
Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan' Daerah Kabupaten
Buton khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 09 Tahun 2002 tentang

ipnf.-lalg’sanaannya

1

2005




